Per 1 Juli 2022, Subsidi Pupuk ZA, SP-36, dan Petroganik Dicabut
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Mataram (Suara NTB) — Pemerintah akan mencabut subsidi tiga jenis pupuk. Rencananya diberlakukan
per 1 Juli 2022 ini.

Informasi ini mengemuka dalam diskusi bersama jajaran pupuk Indonesia, Pemprov NTB, Polda NTB
dan media di Hotel Prime Park Mataram, Kamis (9/6/2022). dihadiri langsung Senior Vice President
Public Service Obligation (SVP) Perencanaan & Manajemen PSO Pupuk Indonesia, Eric J. Rachman,
SVP PSO Wilayah Timur Pupuk Indonesia, Muhammad Yusri. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si, Kabidhumas Polda NTB, Kombes Pol. Artanto S.I.K.,M.Si dan
Wadir Reskrimsus Polda NTB, AKBP. Dewa Made Sidan Sutrahna. S.I.K.

“Memang benar Kementan akan mengurangi jenis pupuk yang disubsisi, dilatar belakangi dari
rekomendasi Panja Pupuk dari komisi IV, masih menunggu surat kepastian, tetapi di tencanakan per 1 juli
2022 ini hanya ada du jenis pupuk yang disubsidi, yaitu Urea dan NPK,” jelas Yusri.

Salah satu alasan penyesuaian pupuk subsidi ini, karena tidak sebandingnya kemampuan pemerintah
dalam kebijakan penganggaran subsidi. Diketahui, secara nasional kebutuhan pupuk petani di Indonesia
sebesar 25 juta ton. Sementara pemerintah hanya mampu memenuhi dengan skema subsidi hanya sebesar
9 juta ton.

Kendati demikian, ketersediaan pupuk di Indonesia masih sangat memadai. Sehingga ada pilihan non
subsidi bagi para petani.

Secara khusus, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyalurkan pupuk bersubsidi di Provinsi NTB
sebanyak 133.486 ton hingga 8 Juni 2022. Jumlah ini sudah mencapai 49% dari total alokasi pupuk
bersubsidi di Provinsi NTB sebesar 271.954 ton.

Yusri menjelaskan penyaluran tersebut terdiri dari lima jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk Urea, SP-36,
ZA, NPK, dan Organik Granul.

Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2022/BLES 1


https://mataram.antaranews.com/
https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/12/01/2021/het-pupuk-subsidi-naik-ini-saran-dprd-jatim/

Rinciannya, pupuk Urea sebesar 88.625 ton, NPK 29.892 ton, SP-36 6.321 ton, ZA 6.091 ton, dan
organik 2.557 ton. “Selain itu, kami juga telah menyalurkan pupuk organik cair sebanyak 8.712 liter
kepada petani di Nusa Tenggara Barat,” jelas Yusri.

Adapun stok pupuk bersubsidi produsen di Provinsi NTB total mencapai 31.563 ton. Jumlah ini jauh lebih
banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah. Secara teknis, Pupuk bersubsidi di Provinsi NTB
disalurkan oleh dua anak perusahaan Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT
Petrokimia Gresik.

Dalam penyalurannya, Pupuk Indonesia memiliki jaringan distribusi yang cukup baik di Provinsi NTB.
Adapun jaringan distribusi ini terdiri dari 40 distributor, 1.397 kios pengecer resmi, 33 unit gudang (Unit
Pengantongan Pupuk & Gudang Pupuk Bersubsidi) dengan total kapasitas sekitar 103.000 ton, serta
memiliki 19 personil petugas lapangan untuk melayani sejumlah 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi
NTB.

Lebih lanjut Yusri menyebutkan bahwa Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa menyalurkan pupuk
bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Pupuk Indonesia juga telah
menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam
penyaluran pupuk bersubsidi.

Yusri juga menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga
pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam
penyelewengan pupuk bersubsidi. Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk
mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah di Provinsi NTB.

“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami jika

terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” tutup Yusri.(bul)

Sumber berita:

1. https://www.suarantb.com/2022/06/09/per-1-juli-2022-subsidi-pupuk-za-sp-36-dan-petroganik-
dicabut/, Diakses 21 Juni 2022;

2. https://radarlombok.co.id/mulai-1-juli-2022-pemerintah-cabut-subsidi-pupuk-za-sp36-dan-
organik.html, Diakses 21 Juni 2021

Catatan:
Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, disebutkan bahwa;

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau
impor. Penyaluran adalah proses pendistr ibusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan
tingkat petani sebagai konsumen akhir'.

Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
Barang dalam Pengawasan. Jenis Pupuk Bersubsidi meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan
Pupuk NPK. Pengawasan mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah
pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi, ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil

kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian®.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

' Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan, Pasal 1
? Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005

tentang Penetaean PuEuk Bersubsidi Sebagai Baran% Dalam Pengawasan, Pasal 2
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